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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa potensi mineral dan batubara yang terkandung
dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat merup
karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memiliki peranarn
penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak secara
berkeadilan;

b. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan kekayaan
alam yang tak terbarukan berupa mineral dan batubara di
wilayah Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan pengaturan
dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia
dapat dikelola secara optimal dan bijaksana, dengan tetap
memperhatikan prinsip pelestarian fungsi lingkungan
hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat;

bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada
pemerintah provinsi untuk melakukan pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara dalam 1 (satu) daerah
provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batubara;

©

Menimbang

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

Mengingat
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